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ABSTRAK

Perkawinan cina buta atau kawin tahlil merupakan perkawinan yang dilakukan
demi menghilangkan larangan perkawinan atau kembalinya antara suami kepada
istrinya yang di antara keduanya telah terjadi perceraian sebanyak tiga kali dengan
melibatkan pria lain sebagai muhallil atau pihak yang dianggap bisa menghalalkan.
Perkawinan ini dilakukan dengan cara istri suami tadi harus mau melakukan
perkawinan dengan pria lain tersebut dalam waktu yang singkat, setelah terjadi
hubungan seksual di antara keduanya maka pria lain tersebut harus segera
menceraikannya. Sebelum proses perkawinan, para pihak terlebih dahulu
melakukan perjanjian-perjanjian yang disepakati bersama supaya kemudian
perkawinan ini bisa berlangsung sesuai dengan apa yang disepakati. Pihak istri
sering kali dipaksa agar mau melakukan perkawinan ini sedangkan pihak pria lain
tersebut agar mau melakukan perkawinan cina maka ia dibayar dengan nominal
yang telah disepakati. Singkatnya jangka waktu perkawinan, serta kontroversialnya
bentuk dan tujuan perkawinan cina buta tersebut perlu dicarikan solusinya guna
menjawab bagaimanakah pandangan Mazhab Syafi’i serta relevansinya dengan
hukum positif perkawinan merespon fenomena perkawinan ini.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif normatif,
dengan mengacu pada sumber-sumber hukum baik hukum Islam maupun hukum
positif yang berlaku di Indonesia yang diperoleh melalui studi pustaka. Dalam
mempermudah proses analisa, penelitian ini menggunakan kerangka teoritis berupa
konsep hukum Islam, konsep perkawinan dan asas-asas perkawinan yang melandasi
terbentuknya hukum positif perkawinan. Konsep hukum Islam digunakan sebagai
alat analisa terhadap pandangan Mazhab Syafi’i dalam menjawab problematika
perkawinan cina buta, sedangkan terhadap pandangan hukum positif, konsep
perkawinan dan asas-asas perkawinan digunakan sebagai alat analisanya.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa perkawinan cina
buta menurut Mazhab Syafi’i perkawinan cina buta adalah perkawinan yang sah
dengan syarat dalam akad perkawinan yang dilakukan tidak terdapat hal-hal yang
berhubungan dengan syarat-syarat perkawinan cina buta. Akad yang dilakukan
diharuskan sebagaimana akad perkawinan pada umumnya. Sedangkan menurut
hukum positif, perkawinan cina buta bukanlah perkawinan yang sah, sebab pada
praktiknya perkawinan ini tidak sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan
di mana selain harus sesuai dengan hukum agama, suatu perkawinan juga
diharuskan dilakukan pencatatan. Selain itu jika ditinjau dari konsep dan asas-asas
perkawinan, maka perkawinan cina buta sangat menyelisihi dua hal tersebut.
Sehingga perkawinan ini bukanlah perkawinan yang dimaksud dan diharapkan oleh
Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.

Kata kunci: Perkawinan, Cina Buta, Tahlil



ABSTRACT

Cina buta marriages or tahlil marriages are marriages carried out to eliminate
the prohibition of marriage or the return of a husband to his wife in which three
divorces have occurred between the two by involving another man as muhallil or a
party deemed to be lawful. This marriage is carried out in a way that the husband's
wife must be willing to marry another man in a short time, after sexual intercourse
occurs between the two, the other man must immediately divorce her. Before the
marriage process, the parties first make mutually agreed agreements so that later
this marriage can take place according to what was agreed upon. The wife is often
forced to want to do this marriage while the other man wants to do a cina buta
marriage so he is paid the agreed amount. In short, the duration of the marriage, as
well as the controversial form and purpose of the cina buta marriage, need to find a
solution in order to answer how the views of the Shafi'i Jurisprudence and the
positive law of marriage respond to this marriage phenomenon.

This research was conducted using a normative qualitative method, with
reference to legal sources, both Islamic law and positive law applicable in
Indonesia, which were obtained through literature studies. In facilitating the
analysis process, this study uses a theoretical framework in the form of the concept
of Islamic law, the concept of marriage and the principles of marriage that underlie
the formation of positive law of marriage. The concept of Islamic law is used as an
analytical tool against the views of the Shafi'i Jurisprudence in answering the
problems of cina buta marriage, while against a positive legal view, the concept of
marriage and the principles of marriage are used as an analytical tool.

The results of the research that have been carried out show that cina buta
marriages according to the Shafi'i Jurisprudence of cina buta marriages are legal
marriages provided that in the marriage contract there are no matters relating to the
conditions of cina buta marriages. The contract is required as a marriage contract in
general. Meanwhile, according to positive law, cina buta marriages are not legal
marriages, because in practice this marriage is not in accordance with Article 2 of
the Marriage Law, where in addition to having to comply with religious law, a
marriage is also required to be recorded. In addition, when viewed from the concept
and principles of marriage, the cina buta marriage is at odds with these two things.
So that this marriage is not the marriage intended and expected by the Marriage
Law and the Compilation of Islamic Law.

Keywords: Marriage, Cina Buta, Tahlil
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skrispi ini
adalah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB)
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987 sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| Alif Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
) Es dengan
< Sa S _( :
titik di atas)
d Ja J Je
Ha  (dengan
C Ha H T
titik di bawah)
¢ Kha Kh Ka dan Ha
3 Dal D De
: Zet dengan
3 Zal Z et (deng
titik di atas)
J Ra R Er
J Za z Zet
o Sa S Es
o Sya SY Es dan Ye
Es dengan
e Sa S " -( X
titik di bawah)
De (dengan
ul Dat D o
titik di bawah)




Te (dengan

b Ta T L
titik di bawah)
Zet  (dengan

5B Za Z et
titik di bawah)
Apostrof

4 ‘Ain ‘ ]
Terbalik

& Ga G Ge

o Fa F Ef

it Qa Q Qi

d Ka K Ka

J La L El

a Ma M Em

o Na N En

3 Wa W We

A Ha H Ha

& Hamzah ’ Apostrof

It Ya Y Ye

Hamzah (<) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apa pun. Jika hamzah (+) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis

dengan tanda ().

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. VVokal tunggal bahasa

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai

berikut:




Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
[ Fathah A A
) Kasrah I I
j Dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
) Fathah dan )
) Ai Adan |
ya
g Fathah dan
3 lu Adan U
wau
Contoh:
Cig : kaifa
J® : haula
C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf dan
Nama Nama
Huruf Tanda
a dan
~ L Fathah dan alif 3 garis di
atau ya
atas
i dan
- Kasrah dan ya 1 garis di
atas

Xi




u dan
e Dammah dan wau il garis di
atas
Contoh:
<la . mata
2.8 . rama
J& . gila
&y : yamitu

D. Ta Marbdarah
Transliterasi untuk ta marbzrah ada dua, yaitu: ta marbzzah yang hidup
atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammabh, transliterasinya adalah
[t]. Sedangkan ta marbirah yang mati atau mendapat harkat sukun,
transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbazah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta

marbzrah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

Juky) a3 : raudah al-afal
ALl Adiaal) + al-madimah al-fadilah
dakal) - al-hikmah

E. Syaddah (Tasydzd)
Syaddah atau tasydzd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

sebuah tanda tasydid ( - ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

xii



perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

(ke : rabbana
LS . najjaina
Gal : al-haqq
ER -
ol . al-hajj
e’-—! » nu’ima
S . ‘aduwwun

Jika huruf s ber- tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

berharkat kasrah (=), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh:

A . ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
(HF : ‘Arabt (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf
J\(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah
maupun huruf gamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

EWAl : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
a3t - al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
Jauday - al-falsafah

Ry - al-biladu
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G. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia

berupa alif. Contohnya:

UJ}‘u . ta’murina
5 5 . al-nau’
£ . syai’un
&l : umirtu

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istil ah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-
Qur’an), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut
menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus
ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi zilal al-Qur’an

Al-Sunnah gabl al-tadwin

Al-‘Ibarat Fr ‘Umuam al-Lafz la bi khusis al-sabab

I. Lafzal-Jalalah ()

Xiv



Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah. Contoh:

4 ¢ : dmullah
Adapun ta marbizah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,

ditransliterasi, contoh:

A Aad; od : hum f7 rakmatillah

XV



KATA PENGANTAR
PRSIV
sl Jal adaal 5 all e 5 ¢ ilaaall dane Lo o alud 5 Ll s ¢ 4S5 dl aeall
Al gy g oe Taana U () 3¢Sl g cad @l 35 Y oas gl W) 4] Y (f 2

Alhamdulillah, segala puji syukur hanyalah untuk Allah SWT yang telah
begitu banyak mencurahkan kenikmatan, petunjuk dan kasih sayang-Nya sehingga
sejak dimulainya penelitian ini sampai dengan penyusunan skripsi yang berjudul
“Perkawinan Cina Buta Perspektif Mazhab Syafi’i dan Relevansinya dengan
Hukum Positif di Indonesia” ini dapat diselesaikan tamma bi hamdillah. Salawat
serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Sahibusy Syafa’ah, Baginda
Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa umat dari zaman jahiliyah

menuju zaman yang Insya Allah penuh dengan barakah ini.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan serta bimbingan dari
berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh

karenanya, penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam
Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan
kesempatan kepada saya untuk bisa menimba ilmu, berkuliah di UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta.
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Bapak Prof. Dr. H. Makrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para
Wakil Dekan, 1, 11, 11, dan beserta Staf-stafnya.

Bapak Ach. Tahir, S.H.l., LL.M, M.A., Selaku Ketua Program Studi
IImu Hukum dan Bapak Faiq Tobroni, M.H. Selaku Sekretaris Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga.

Ibu Nurainun Mangunsong. SH., M.Hum., Selaku Dosen Penasehat
Akademik saya, yang senantiasa memberikan arahan-arahan dan
nasehat akademik selama diri saya menjadi mahasiswa.

Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing skripsi saya
yang senantiasa meluangkan waktu, mencurahkan rasa sabar dalam
memberikan arahan, saran, serta masukan, sehingga saya dapat
menyelesaikan skripsi ini.

Segenap Dosen dan Staf Program Studi llmu Hukum dan Dosen
Fakultas Syari“ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Semoga semua ilmu yang diberikan kepada penulis dapat menjadi
manfaat, berkah dan berguna bagi penulis.

Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Ilmu Hukum dan Staf Tata Usaha
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, terima kasih untuk
semua pelayanan yang diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
Kepada kedua orang tua saya tercinta, Bapak Walidi dan Ibu Ristiyah,

yang dengan penuh rasa tulus dan ikhlas selalu memberikan dukungan
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11.
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13.

14.

lahir batin kepada saya untuk terus bersemangat dalam mencari ilmu
sampai dengan penyusunan skripsi ini.

Kepada kedua adik saya tersayang, adinda Zidanullah Fitrahansyah dan
adinda Aswahani Nur Zaman yang selalu memberikan dukungan dan
doanya kepada saya.

Kepada segenap kerabat, saudara, dan keluarga besar saya yang selalu
saya harapkan bimbingan dan barakah doanya.

Kepada segenap jajaran Dewan Pengasuh, Dewan Ustadz, Dewan
Pengurus Pondok Pesantren Al-Miftah Mlangi yang telah begitu banyak
dengan rasa tulus dan ikhlas membimbing saya khususnya dalam ranah
hukum Islam dan keilmuan khas pesantren lainnya.

Kepada segenap jajaran Dewan Pengasuh, Dewan Ustadz, Dewan
Pengurus Pondok Pesantren Al-lhsan Yogyakarta, yang telah banyak
memotivasi dan mendoakan saya.

Kepada seluruh pengurus seperjuangan Pondok Pesantren Al-Miftah
Milangi, dan seluruh santri yang sama-sama berlindung di bawah atap
Al-Miftah Mlangi yang selalu saling memberikan dukungan dan
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XViii



Selanjutnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh
dari kata sempurna, oleh karenanya. Penulis dengan senang hati menantikan
kritik dan sarannya demi perbaikan karya penulis ke depannya. Atas

perhatiannya diucapkan banyak terimakasih.

Yogyakarta, 23 Januari 2022

Hormat Penulis

NurtTI/Fikri IIhanmyPratama
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan di Indonesia diatur secara terperinci di dalam Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana perkawinan
didefinisikan dalam Pasal 1 sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pasal tersebut juga berisikan tujuan suatu perkawinan yaitu untuk
memperoleh suatu kebahagiaan yang sifatnya bukan sementara melainkan
harus berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diputuskan begitu saja.
Untuk mencapai tujuan itu, Undang-undang Perkawinan menganut prinsip
monogami dan memperketat terjadinya perceraian.t

Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum, secara universal telah
mendapatkan pengaturan dalam sumber utama hukum Islam berupa Al-
Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Ketentuan hukum yang terdapat
dalam kedua sumber hukum tersebut kemudian mendapatkan ketentuan
aplikatifnya melalui sarana ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid.
Hukum Islam menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang dijalin oleh

dua orang berbeda jenis yakni ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan dalam

67.

1 Sirman Dahwal, Perbandingan Hukum Perkawinan (Bandung: Mandar Maju, 2017), him.



hukum Islam dinamakan dengan misagan galizan, yaitu suatu ikatan janji
yang kokoh.?

Perkawinan tidak hanya bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-
Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara
keduanya. Walaupun demikian, karena tujuan perkawinan membina
keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,
perlu diatur hak dan kewajiban suami.?

Keabsahan suatu perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan ditentukan berdasarkan hukum agama yang
berlaku pada masing-masing agama, hal ini dijelaskan di dalam Pasal 2 ayat
(1), yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Oleh karenanya,
segala suatu yang berhubungan dengan perkawinan tidak boleh
bertentangan oleh hukum agama yang dipeluk oleh warga negara Republik
Indonesia.*

Sahnya suatu perkawinan dalam hukum Islam ditentukan oleh rukun dan
syarat yang dipenuhinya, serta terjauh dari larangan-larangan yang telah
ditentukan. Perkawinan yang tidak memenuhi unsur-unsur tersebut

dihukumi sebagai perkawinan yang fasid atau rusak. Hukum Islam sangat

2 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikin dan Hukum Positif)
(‘Yogyakarta: Ull Press Yogyakarta, 2011), him. 9.

3 Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: CV
Pustaka Setia, 2017), him. 22.

4 Sirman Dahwal, Perbandingan Hukum..., him. 69-70.



menjunjung tinggi nilai suatu perkawinan, oleh karenanya problematika
mengenai perkawinan dan solusinya banyak diulas oleh para ulama di dalam
literasi-literasi fikih, salah satunya ialah perkawinan cina buta.

Berdasarkan hukum Islam, pada dasarnya seorang wanita yang ditalak
tiga haram menikah lagi dengan suaminya, kecuali jika ia telah menikah lagi
dengan orang lain dan telah bercampur serta dicerai oleh suami terakhir itu
dan telah habis masa ‘iddah-nya.® Senada dengan hukum Islam, ketentuan
tersebut juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 43 ayat
(1) huruf a di mana seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan
dengan seorang wanita yang telah ia talak tiga kali. Larangan tersebut gugur
jika mantan istri tadi telah kawin dengan pria lain lalu perkawinan tersebut
putus setelah adanya hubungan badan dan telah habis masa ‘iddahnya,
sebagaimana ketentuan dalam ayat (2) pasal tersebut.®

Perkawinan yang dilakukan antara seorang wanita yang telah ditalak
tiga kali suaminya dengan pria lain kerap menjadi perbincangan menarik.
Pasalnya perkawinan tersebut sering menjadi perkawinan yang hanya
bersifat sementara sekedar untuk memenuhi syarat agar suami pertama yang
telah menalak tiga wanita tersebut dapat melakukan perkawinan kembali
dengannya. Perkawinan ini di Indonesia biasa disebut dengan istilah

perkawinan cina buta.

> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, Hukum Perkawinan..., him. 71.

6 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan..., him. 190.



Istilah perkawinan cina buta merupakan istilah yang terdapat dalam
bahasa Melayu, sedangkan dalam bahasa Arab khususnya dalam istilah
fikih, perkawinan cina buta disebut dengan nikah muhallil.” Perkawinan
cina buta atau nikah muhallil sebetulnya merupakan suatu bentuk usaha
demi seorang istri yang telah ditalak tiga dapat dinikahi kembali oleh suami
pertama dengan melibatkan pihak lain sebagai laki-laki yang bersedia untuk
menikahi perempuan tersebut untuk sementara waktu yang kemudian harus
diceraikan kembali untuk dinikahi kembali oleh suami pertama. Namun
sebelum terjadi akad perkawinan tersebut, hal-hal tersebut di atas telah
direncanakan dan diatur terlebih dahulu dalam suatu perjanjian yang telah
disepakati oleh pihak-pihak terkait.

Hukum dari perkawinan cina buta ditinjau dari hukum fikih terdapat
perbedaan pendapat di antara ulama mazhab. Imam Malik berpendapat
bahwa perkawinan cina buta atau nikah muhallil dapat difasakh, sedangkan
menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa nikah
muhallil itu sah.® Meski begitu keabsahan perkawinan di sini perlu dikaji
kembali karena terdapat pertimbangan-pertimbangan hukum yang harus
dipenuhi terlebih dahulu sebelum dapat dikatakan bahwa perkawinan cina
buta dinilai sah secara hukum.

Berbeda dengan hukum fikih, hukum positif perkawinan yang berlaku

di Indonesia baik di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

” M Rusli Amin, Kunci Sukses Membangun Keluarga ldaman Panduan Menuju Hidup
Bahagia (Jakarta: Almawardi Prima, 2003), him. 32.

8 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan..., hIm. 65.



Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur secara
pasti keabsahan dari perkawinan cina buta. Kedua peraturan tersebut
hanyalah menyebut sebatas pada konsep maupun asas perkawinan yang
berlaku menurut peraturan tersebut. Seperti halnya perkawinan di Indonesia
adalah perkawinan yang mempunyai tujuan membentuk keluarga atau
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar pada Ketuhanan Yang Maha
Esa, perkawinan di Indonesia adalah perkawinan yang misagan galizan
yang berarti suatu ikatan janji yang kokoh, dan konsep-konsep perkawinan
yang lain.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk
membahasnya lebih rinci dalam penelitian yang berjudul “Perkawinan Cina
Buta Perspektif Mazhab Syafi’i dan Relevansinya dengan Hukum

Perkawinan di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka
permasalahan yang penulis bahas dalam penelitian ini ialah sebagai berikut,
bagaimana perspektif Mazhab Syafi’i tentang perkawinan cina buta dan
relevansinya dengan hukum perkawinan di Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
a. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui perspektif perkawinan cina buta berdasarkan

Mazhab Syafi’i.



2. Mengetahui relevansi perkawinan cina buta pada hukum
perkawinan di Indonesia.
b. Kegunaan Penelitian
Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan
penelitian, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan
sebagai berikut:
1. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna
dalam mengembangkan khazanah keilmuan khususnya dalam
IImu Hukum dengan konsentrasi hukum perdata. Dalam skripsi
ini dapat dipelajari terkait perspektif perkawinan cina buta
berdasarkan Mazhab Syafi’i dan relevansinya pada hukum
perkawinan di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna
untuk menambah wawasan keilmuan, khususnya bagi penulis,
dan para pembaca pada umumnya yang dapat digunakan sebagai
pedoman ataupun bahan masukan dalam penelitian sejenis yang
berkaitan dengan perkawinan cina buta di Indonesia.
D. Telaah Pustaka
Tinjauan Pustaka dilakukan untuk mencari informasi dan variabel yang
relevan dengan penelitian yang dilakukan, dan untuk mencari solusi atau

menjawab pertanyaan penelitian. Tinjauan pustaka bertujuan untuk



memberikan penjelasan yang tepat kepada pembaca mengenai dasar
pemikiran terhadap penelitian yang dilakukan.®

Tinjauan pustaka mempunyai hubungan langsung dengan tujuan
penelitian serta metode apa yang nantinya akan digunakan. Tujuan dari
menelaah pustaka adalah untuk memperdalam masalah yang akan diteliti
dengan membangun teori serta konsep dan menegaskan teori-teori yang
telah didapatkan serta mencegah terulangnya penelitian terhadap masalah
yang sama.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah penulis lakukan, penulis
menemukan beberapa penelitian yang mempunyai obyek penelitian yang
sama terkait perkawinan cina buta. Meskipun penelitian-penelitian tersebut
mempunyai fokus pembahasan yang berbeda.

Pertama, skripsi yang berjudul “Praktik Nikah Cina Buta Pada
Masyarakat Changkat Jering, Perak (Analisis Faktor dan Upaya Pencegahan
pada masyarakat)” yang ditulis oleh Nurul Hafizah Binti Rosli'°, mahasiswa
Universitas Islam Negeri Ar Raniry. Penelitian tersebut membahas
mengenai praktik pernikahan cina buta yang dilakukan oleh masyarakat di
daerah Changkat Jering, Perak dengan menguraikan faktor yang

melatarbelakanginya serta bagaimana upaya pencegahannya.

® Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)
(Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), him. 209.

10 Nurul Hafizah Binti Rosli, “Praktik Nikah Cina Buta Pada Masyarakat Changkat Jering,
Perak (Analisis Faktor dan Upaya Pencegahan pada masyarakat)”, Skripsi, Fakultas Syar’iah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Ar Raniry, 2018.



Kedua, skripsi yang berjudul Analisis “Hukum Islam Terhadap
Pandangan Tokoh Agama Tentang Rekayasa Pernikahan Tahlil di Desa
Wadak Kidul Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik™!?, penelitian
tersebut dilakukan oleh Himmatul Maziyyah mahasiswa Universitas Islam
Negeri Sunan Ampel. Dalam penelitian tersebut dibahas mengenai
pandangan tokoh agama tentang fenomena Nikah Tahlil di Desa Wadak
Kidul Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik dan disertai dengan
analisa terhadap hukum Islam.

Ketiga, artikel yang berjudul “Akibat Hukum Perkawinan Cino Buto di
Kabupaten Solok Terhadap Status Hak Waris Anak Dihubungkan dengan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum
Islam.'?” artikel tersebut ditulis oleh Regia Rakhmat Ramadhan, dan Tata
Fathurrahman mahasiswa Universitas Islam Bandung. Dalam penelitian
tersebut dibahas mengenai akibat hukum pernikahan cina buta terhadap hak
waris anak dengan menguraikan pandangan hukum terhadap Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah penulis lakukan tersebut,
belum didapati penelitian yang membahas secara khusus tinjuan

perkawinan cina buta dalam perspektif Mazhab Syafi’i dan merelevansikan

1 Himmatul Maziyyah, “Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang
Rekayasa Pernikahan Tahlil di Desa Wadak Kidul Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik”,
Skripsi, Fakultas Syar’iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

12 Regia Rakhmat Ramadhan dan Tata Fathurrahman, “Akibat Hukum Perkawinan Cino
Buto di Kabupaten Solok Terhadap Status Hak Waris Anak Dihubungkan dengan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam”, Prosiding IImu Hukum, Vol. 4, No.
2 (Agustus 2018), him. 578.



pada hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana penelitian
yang dilakukan dalam penelitian ini.
E. Kerangka Teoritis
Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4
(empat) ciri, yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin
hukum, dan (d) wulasan pakar hukum berdasarkan pembidangan
kekhususannya.’®> Dalam penelitian ini, beberapa teori yang penulis
gunakan, yakni:
a. Konsep Perkawinan
Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan konsep sebagai
pengertian, gambaran mental dari suatu objek atau suatu rancangan
yang dipikirkan.'* Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan mempunyai konsep
sebagai berikut:

1. lkatan lahir batin, ikatan lahir merupakan hubungan formal
yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang
yang mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam
masyarakat, sedangkan ikatan batin merupakan hubungan
tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama
dengan bersungguh-sungguh yang mengikat antara kedua

pihak.

13 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), him. 79.

14 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan RI. (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), him. 520.



2. Antara pria dan wanita, artinya dalam satu masa ikatan lahir
batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan wanita.
3. Sebagai suami dan istri, suami istri merupakan fungsi
masing-masing pihak sebagai akibat ikatan lahir batin.
4. Mempunyai tujuan yakni membentuk keluarga/rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.’®
b. Asas-asas Perkawinan
Suatu asas mendasari hukum sesuai dengan tujuan utama dari
pelaksanaan hukum tersebut. Pelaksanaan dari pada Undang-undang
Perkawinan jelas-jelas diperuntukkan bagi warga negara Indonesia
untuk mewujudkan keluarga tentram dan bahagia, selain itu undang-
undang tersebut juga bertujuan untuk mengubah tatanan aturan yang
telah ada dengan aturan baru yang menjamin cita-cita luhur dari
perkawinan melalui enam asas sebagaimana berikut:
1. Asas Sukarela
Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga
yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling
membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat
mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai

kesejahteraan spiritual dan material.

15 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti,
2019), him. 84-85.
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2. Asas Partisipasi Keluarga dan Dicatat
Perkawinan merupakan peristiwa penting, maka
partisipasi orang tua diperlukan terutama dalam hal
pemberian izin sebagai perwujudan pemeliharaan garis
keturunan keluarga. Suatu perkawinan adalah sah apabila
dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-
masing, juga harus “dicatat” menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
3. Asas Monogami
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan menganut asas monogami. Hanya apabila
dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan
agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami
dapat beristeri lebih dari seorang. Dengan kata lain Undang-
undang Perkawinan mengandung asas mempersulit
poligami. Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.
4. Asas Perceraian Dipersulit
Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga
yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka mempersulit
terjadinya perceraian dikedepankan. Perceraian merupakan
perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, dan kalaupun pintu

cerai ini bagi orang Islam dibuka itu hanya kecil saja, karena

11



imbas negatif dari perceraian ini begitu banyak selain pada
anak dari hasil perkawinan juga secara umum berdampak
pada masyarakat.
5. Asas Kematangan Calon Mempelai
Calon suami isteri harus sudah masak jiwa raganya untuk
dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan
tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada
perceraian.
6. Asas Memperbaiki Derajat Kaum Wanita
Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak
dan kewajiban suami, baik dalam kehidupan rumah tangga
maupun dalam pergaulan masyarakat.®
c. Teori Hukum Islam
Achmad Ali menjelaskan bahwa teori ini bertujuan untuk
mewujudkan kemanfaatan kepada seluruh umat manusia (rahmatan
lil ‘alamin), yang mencakupi kemanfaatan dalam kehidupan di
dunia maupun di akhirat.
Tujuan mewujudkan kemanfaatan ini sesuai dengan prinsip Al-
Qur’an yang mana di dalam keilmuan usul fikih diuraikan secara

umum dengan dua prinsip atau kaidah fikih sebagai berikut:

16 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan...., him. 28-30.
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1 Vel padl s Jadl ALl 4 JaY!

Kaidah ini mengatakan bahwa segala yang bermanfaat
dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang.

2. Bl paVy pal

Kaidah ini mengatakan bahwa dilarangnya suatu hal yang
menimbulkan kemudaratan dan jangan menjadikan adanya
korban sebagai kemudaratan yang lain.

Hukum perkawinan atau istilahnya fikihnya dikenal dengan fikih
munakahat dalam pembagian hukum Islam termasuk ke dalam
hukum muamalat. Muamalat secara pengertian adalah pergaulan
hidup sebagai tempat setiap orang melakukan perbuatan dan
berhubungan dengan orang lain yang menimbulkan adanya
hubungan hak dan kewajiban.’® Hukum muamalat dalam Islam

mempunyai prinsip sebagaimana berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat mempunyai hukum
asal yaitu mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-
Qur’an maupun Hadis Nabi SAW. Hal ini dapat diartikan

bahwa hukum Islam memberikan kesempatan secara luas

17 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial
Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legis Prudence) (Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group, 2009), him.216.

18 Ibid.

19 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam) (Yogyakarta:
UlI Press Yogyakarta, 2012), him. 12
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adanya perkembangan muamalat dalam bentuk dan macam
yang baru sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat.

2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa adanya unsur
paksaan. Prinsip ini mengartikan bahwa hukum Islam sangat
menghormati kebebasan bagi setiap umatnya berkehendak
dalam muamalah. Adanya unsur paksaan dalam
bermuamalah bisa menjadikan muamalah tersebut berakibat
tidak dapat dibenarkan

3. Muamalat dilakukan atas dasar guna mendatangkan manfaat
dan menghindari mudarat dalam kehidupan bermasyarakat.
Dalam hukum Islam segala bentuk muamalah yang bersifat
merusak kehidupan masyarakat tidak dapat dibenarkan. Hal
ini membuktikan bahwa hukum Islam begitu memperhatikan
tidak hanya dari segi melaksanakan ibadah saja namun juga
sekaligus memperhatikan akibat hukum yang terjadi dari
ibadah itu sendiri

4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan,
menghindari ~ unsur-unsur ~ penganiayaan,  unsur-unsur
pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Dalam hukum
Islam segala bentuk muamalat yang mengandung unsur

penindasan tidak dapat dibenarkan.?’ Ketidakbenaran dalam

2 1bid., hlm. 15-17
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bermuamalah baik secara rukun maupun syarat mempunyai
akibat hukum tidak sahnya muamalah itu sendiri.
F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian
kualitatif dimaksudkan sebagai suatu jenis penelitian yang temuan-
temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk data
berupa hitungan yang lain. Lebih ringkasnya penelitian kualitatif
dilakukan dengan prosedur olah data non-matematis.?:

Dipilihnya metode kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan
sifat objek permasalahan yang diteliti yakni lebih pada mengumpulkan
dan menganalisa data. Dalam hal ini ialah mengumpulkan aspek-aspek
yang mendukung baik secara hukum Islam maupun hukum positif
terkait perkawinan cina buta untuk kemudian dilakukan analisa terkait
perspektif dan relevansinya.

Sedangkan jenis penelitian dalam konteks penelitian hukum,
penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian
hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem
norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas,
norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan,

perjanjian, serta doktrin (ajaran).??

21 Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan
Teknik-teknik Teoritisasi Data (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), him. 4.
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b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian
yang bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) suatu
permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu. Penelitian ini
digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik
tertentu atau bidang tertentu, dalam hal ini secara akurat dan cermat.?®
Setelah itu penulis akan menganalisa hasil data yang telah
dideskripsikan untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat bab
pertama, yaitu menganalisa perkawinan cina buta dalam perspektif
Mazhab Syafi’i serta relevansinya dengan hukum perkawinan di

Indonesia.
c. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan
merujuk pada hukum Islam dan hukum positif perkawinan di Indonesia
berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pendekatan yuridis normatif
merupakan salah satu cara untuk memperoleh pengetahuan, sejumlah

informasi serta gambaran rinci tentang subyek atau obyek sebagai latar

22 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris
(‘Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), him. 34

23 Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian..., him. 133.
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kontroversi sosial hukum dengan segala konsekuensinya sehingga
menjadi cukup beralasan untuk dilakukan suatu penelitian.?*

Sedangkan pendekatan penelitian ini dilakukan terhadap suatu

data yang di dalam penelitian hukum data disebut sebagai bahan
hukum.® Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan-bahan
hukum sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang
mempunyai otoritas (autoritatif). Bahan hukum ini dapat
berupa, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan
resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan
perundang-undangan dan putusan hakim.?® Dalam penelitian
ini penulis menggunakan sumber hukum primer berupa
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), Kompilasi
Hukum Islam (KHI), dan Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan.

2. Bahan Hukum Sekunder, dapat berupa karya ilmiah hukum,
misalnya buku teks hukum dan hasil penelitian di bidang
hukum serta peraturan perundang-undangan yang tidak

punya kekuatan mengikat secara yuridis.

24 Sabian Usman, Metodologi Penelitian Hukum Progresif Pengembaraan Permasalahan
Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2014), him. 28.

25 Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian..., him. 211

% Zainuddin Ali, Metode Penelitian..., him. 47.
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3. Bahan Hukum Tersier, berupa komplementer untuk bahan
hukum sekunder dan tersier, contohnya adalah kamus
hukum, indeks dan bibliografi.?” Bahan hukum ini menjadi
sumber pelengkap terhadap bahan hukum primer dan
sekunder guna menguatkan analisa penelitian.

d. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang
dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket,
wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya.?® Dalam
penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa
studi pustaka atau dokumen dengan mencari suatu informasi atau
keterangan yang benar dan nyata berdasarkan sumber data penelitian.
Studi dokumen sebagai alat pengumpulan data dapat berdiri sendiri,
artinya dapat saja sebuah penelitian hanya menggunakan studi dokumen
sebagai satu-satunya alat pengumpulan data.?®

e. Analisis Data

Suatu pengolahan atau analisis data jika datanya berupa data
kualitatif, maka cara pengolahan dan analisisnya secara kualitatif atau

non statistik.>® Dalam penelitian ini, data yang telah diperoleh akan

27 Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian..., him. 212.
28 |bid., him. 216.
29 |bid., him. 180.

% 1bid., him. 231.
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dianalisa dengan menggunakan analisis isi atau kandungan dengan
metode deduktif. Prinsip dari metode deduktif salah satunya ialah
mendorong penyelesaian suatu kasus dengan melakukan pengujian
terhadap kerangka teoritis yang dipakai.

Berdasarkan metode deduktif, penulis akan menganalisa dengan
menjabarkan secara umum ketentuan mengenai perkawinan terlebih
dahulu, kemudian membandingkannya dengan praktik perkawinan cina
buta. Setelah itu penulis akan mengujinya ke dalam kerangka teoritis
berupa konsep perkawinan, asas-asas perkawinan dan teori hukum
Islam sebagai proses analisa. Harapannya melalui kerangka teoritis
tersebut rumusan masalah sebagaimana yang terdapat pada bab pertama
akan terjawab dengan solusi yang akan penulis kemukakan pada bab
keempat.

Kemudian dalam memberikan kesimpulan dari hasil penelitian
ini, penulis menggunakan metode deduktif, yaitu dengan cara menarik
kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang
bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan
Untuk memudahkan penyajian penelitian yang berjudul “Perspektif
Perkawinan Cina Buta Berdasarkan Mazhab Syafi’i dan Relevansinya pada
Hukum Perkawinan di Indonesia”, maka sistematika penulisan yang
digunakan ialah membagi skripsi ini ke dalam 5 (lima) bab yang tersusun

sebagaimana berikut:
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Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan
pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan
yang menggambarkan secara umum penelitian yang akan dilakukan. Bab
ini menjadi dasar dilaksanakannya penelitian ini sehingga diharapkan
pembaca dapat memahaminya terlebih dahulu sebelum mengikuti
pembahasan berikutnya.

Bab kedua berisi tentang tinjauan lebih mendalam terkait teori-teori
yang terdapat pada bab pertama meliputi tinjauan umum perkawinan dan
pengaturannya menurut fikih hukum Islam dan hukum positif yang berlaku
di Indonesia. Dalam bab ini perkawinan perlu ditinjau dari kedua hukum di
atas karena permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini juga memiliki
ranah hukum yang bersumber pada kedua hukum tersebut. Sehingga
nantinya diharapkan pembaca dapat mengikuti pembahasan dalam
penelitian ini dari bab pertama hingga bab kelima dengan runtut.

Bab ketiga berisi tentang objek penelitian dan data kepustakaan baik
profil maupun data-data yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni berupa
tinjauan perkawinan cina buta, yang dibahas dari segi pengertian, sejarah,
praktiknya di Indonesia, faktor terjadinya, lafaz akad, dampak, hingga
pandangan para ulama mazhab mengenai perkawinan cina buta. Penjabaran
perkawinan cina buta pada bab ini masih bersifat umum dan belum kepada
inti permasalahan dan belum menjawab rumusan masalah yang terdapat bab

pertama.

20



Bab keempat membahas analisis perkawinan cina buta terhadap
perspektif Mazhab Syafi’i dan relevansinya pada hukum positif perkawinan
di Indonesia dengan menganalisisnya berdasarkan kerangka teoritis yang
terdapat pada bab pertama. Bab ini menjadi inti pembahasan di dalam
penelitian ini yang akan menjawab rumusan masalah yang terdapat pada bab
pertama.

Bab kelima merupakan bab penutup, yang berisi tentang kesimpulan
hasil penelitian yang merupakan jawaban secara singkat rumusan masalah
pada bab pertama, dan berisi tentang saran-saran penelitian sebagai

rekomendasi atas penelitian berikutnya
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan seluruh pembahasan sebagaimana
pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai
berikut:

1. Perkawinan cina buta menurut pandangan Mazhab Syafi’i merupakan
perkawinan yang sah dengan syarat bahwa akad yang dilakukan dalam
perkawinan itu harus bebas dari hal-hal yang merupakan isi perjanjian
perkawinan itu sendiri. Akad yang dilakukan harus sebagaimana akad
pada perkawinan pada umumnya tanpa menuturkan syarat-syarat tahlil
atau jangka waktu nikah. Apabila dalam akad tersebut menyebutkan hal-
hal yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan cina buta maka
perkawinan tersebut hukumnya batal dan tidak sah.

2. Perkawinan cina buta jika ditinjau berdasarkan hukum positif
perkawinan di Indonesia maka perkawinan ini bukanlah perkawinan
yang sah. Dilihat dari tujuan dan bentuk perkawinannya, perkawinan
cina buta bukanlah perkawinan yang dimaksud dan yang diharapkan
baik menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
maupun Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan ini tidak memenuhi
unsur keabsahan karena bertentangan dengan Pasal 2 Undang-undang
Perkawinan di mana perkawinan selain harus dilakukan menurut hukum

agama juga harus dilakukan adanya pencatatan perkawinan. Dalam
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perkawinan cina buta unsur pencatatan tidak ditemukan sehingga secara
administratif perkawinan jenis ini tidak mempunyai kedudukan hukum
sehingga tidak diakui oleh negara.
B. Saran
Bersamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, penulis merasa
perlu untuk menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hukum positif tentang perkawinan di Indonesia sudahlah sangat jelas
dan rinci, oleh karenanya sebagai warga negara yang baik sudah barang
tentu segala hal yang dilakukan haruslah didasarkan pada ketentuan
hukum yang berlaku khususnya perkawinan.

2. Meskipun unsur agama sudah ditampung sedemikian rupa dalam hukum
perkawinan yang berlaku, maka unsur-unsur yang lain selain unsur
agama salah satunya unsur pencatatan juga harus dipenuhi dengan baik,
sebab aturan dibuat pada dasarnya ialah untuk mempermudah subjek
hukum itu sendiri dalam melakukan perbuatan hukum satu dengan
perbuatan hukum yang lain. Sebagaimana pencatatan perkawinan yang
pada praktiknya tidak hanya berguna pada perkawinan itu saja
melainkan juga berguna untuk masa depan keluarga dari perkawinan itu.
Seperti dalam hal pembagian waris, pengurusan akte kelahiran anak dan
hal lain sebagainya yang tidak dapat dilepaskan dari unsur pencatatan.

3. Perkawinan sebagai ikatan suci sudah seharusnya dijaga dengan

semestinya dari hal-hal yang merusaknya. Seorang suami begitu pula
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seorang istri harus menghindarkan diri masing-masing dari hal-hal yang
mengarahkan pada perceraian.

. Perceraian jika memang terjadi haruslah dimaknai sebagai bahan
evaluasi memperbaiki diri sehingga ketika rujuk dilakukan, ke depannya
perceraian tidak terulang kembali. Fenomena perkawinan cina buta
sebisa mungkin harus dihindari demi terlindunginya kehormatan satu
sama lain serta agar tidak ada pihak yang dirugikan dan menghindari
perlakuan yang tidak mengenakkan seperti kekerasan psikis maupun
seksual.

. Penulis merasa bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna,
sehingga diharapkan bagi Penulis berikutnya untuk bisa lebih
mengembangkannya khususnya dalam hal menganalisa yang sebetulnya
jika ditinjau dari hukum positif maupun hukum Islam pembahasan

mengenai perkawinan cina buta masih cukup luas.
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